BUPATI BATU BARA
PROVINSI SUMATERA UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BATU BARA
NOMOR: 461/BAPENDA /2022
TENTANG
PEMBERIAN PENGURANGAN TAGIHAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PT. DOMAS AGROINTI PRIMA TAHUN 2022

BUPATI BATU BARA

Menimbang YA

bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 214 huruf b
Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 63 Tahun 2020 tentang
Sistem dan Prosedur Pemungutan Pajak Daerah, bahwa
Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan dapat diberikan
kepada wajib pajak dalam hal Objek pajak terkena bencana
alam atau sebab lain yang luar biasa;

b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 215 ayat (1) huruf b
angka 3 Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 63 Tahun 2020
tentang Sistem dan Prosedur Pemungutan Pajak Daerah,
bahwa sebab lain yang luar biasa sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 214 huruf b meliputi kebakaran, wabah
penyakit tanaman, dan/atau wabah hama tanaman;

c. bahwa sehubungan dengan surat PT. DOMAS AGROINTI
PRIMA Nomor 002/BRC-Oleo/VII/2022 Tanggal 5 Juli 2022
Perihal Permohonan Pengurangan Tagihan PBB Tahun 2022;

d. bahwa sesuai dengan Telaahan Staf Kepala Badan

Pendapatan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor

973/1852/BPPRD/VIII/2020 Perihal Usulan Pengurangan

Tagihan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Tahun 2022 PT.

DOMAS AGROINTI PRIMA;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

pada huruf a, huruf b, huruf ¢, dan huruf d, perlu
ditetapkan dalam Keputusan Bupati tentang Pemberian
Pengurangan Tagihan Pajak Bumi dan Bangunan PT.
DOMAS AGROINTI PRIMA Tahun 2022.




(Mengingat

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagiban
Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negaru Republik
Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun
1997 tentang Penegihan Pajak Dengan Surat Pakea
(Lembaran Nepara Republik Indor.esia Tahun 2000 Nomor
129, Tambahan l.embaran Negara Rep iblik Indonesia Nomor
3987),

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tenteng Pengadilan
Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002
Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4189);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pembentukan
Kabupaten Batu Bara Ji Provinsi Sumate.a Utaia (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 7, Tambahan
Lembaren Negara Republik Indoresia Nomor 4681);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomior 11
Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

Undang-Undang Nomor 1 Tanun 2022 tentang Hubungan
Keuangan antara Pemerir tah Pusat dan Pernerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6757);

Peraturan Pemerintah Nemor 14 Tahun 2005 tentang Tata

Cara Penghapusan Pittang Negara/Dae.ah (Lembaran
Negara Republik Indoresia Tahun 2005 Nomor 31,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4488) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah

Nomor 35 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas



10.

18

12,

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata
Cara Penghapu san Piutang Negara/Daerah (Lerabaran
Negara Tahun 2017 Nomor 201, Tambalan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 61 19);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang
Ketentua 1 Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah,
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negaia Republik Indoriesia Nomor
5950);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan
Lembaran Negara Republik I1idonesia Nomor 6322);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nonior 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan
Produk Hukum Daerah (Beri:a lNegara Repuhlik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 157);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

Peraturan Daerah KalLupaten Bat» Bara Nomor 9 Tahun
2010 tentang Pajak Daerah sebagaimana teiah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerak Kahupaten
Batu Bara Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga
Atas Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 9 Tanun
2010 tentang Pajak Daerah;

Peraturan Daerah Katupaten Batu Bara Nomor 7 Tahun
2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten
Batu Bara sebagaimana telah diubah beberzpa kali terakhir
dengan Peraturan Daerch Kabunaten Batu Bara Nomor 172
Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan
Daerah Kabupatcn Batu Bara Nomor 7 Tahun 2016 tentang
Pembentukan Perangkat Caerah Kabupaten Batu Bara;




13. Peraturan Bupati Batu Barn Nomor Womor 63 Tahun 2020

tentang Sistem dan Prcsedur Pemungutan Pajak Daerah.

Memperhafikan : 1. Surat PT. DOMAS AGROINTI PRIMA Nomor 002/BRC-
Oleo/VII/2022 Tanggal 5 Juli 2022 Perihal Permohonan
Pengurengan Tagihan PBB Tahun 2022.
2. Telaahan Staf Kepala Badan Pendapatan Dzerah Kabupaten
Batu Bara Nomor 973/1852/BPPRD/VII[/2020 Perihal
Usulan Pengurangan Tagihan Pajak Bumi dan Bangunan
(PBB) Tahun 2022 PT. DOMAS AGROINTI PRIMA.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN PENGURANGAN
TAGIHAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PT. DOMAS AGROINTI
PRIMA TAHUN 2022

KESATU Memberikan Pengurangan Tagihan Pajak Bumi dan Bangunan
PT. DOMAS AGROINTI PRIMA sebagaimana tercantum delam
lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Keputusan Bupati ini.

KEDUA

Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal aitetapkan.

Ditetapkan di Lima Puluh
pada tanggal To Acgwctuc 2022

BUPATI BATU BARA
TTD

ZAHIR
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